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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 Th ط 16

 Zh ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ Ts 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Dl 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‟ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Sh 29 ص 14

    Dh ض 15

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 

Huruf 

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 kaifa :   كيف

 haula  :هول 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan tanda 

ا  Fatḥah dan alif atau ي /َ 

ya 

Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

 



xii 

Contoh: 

 qāla: ق ال  

م ى  ramā: ر 

 qīla: ق يْل  

 yaqūlu: ي ق وْل  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة)hidup 

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h.  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh: 

طْف الْ  ة  الَْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ة ن وّر  يْن ة  الْم  د  َ  ا لْم    : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

 al-Madīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah :  ط لْح 

 

 

Catatan: 

Modifikasi 
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1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan 

sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK 

Nama : Marlina. S 
NIM  : 160604055 
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ilmu 

Ekonomi 
Judul Skripsi : Determinan Variabel Makroekonomi 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi 
Aceh 

Pembimbing I : Dr. Suriani SE., M.Si 
Pembimbing II : Abrar Amri., S.Pd.I., SE., M.Si 
Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Belanja Daerah, Jumlah 
Penduduk, Pendapatan Asli Daerah.  

 
Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan 
kekayaan daerah dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh PDRB, belanja daerah dan jumlah 
penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota 
di Provinsi Aceh. Metode penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan   teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik 
analisis yang digunakan berupa regresi data panel, dengan 
menentukan model regresi terbaik dari ketiga model regresi data 
panel yaitu common effect model,  fixed effect model, dan random 
effect model. Model yang cocok adalah fixed effect model. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif 
terhadap PAD kemudian belanja daerah juga berpengaruh positif 
terhadap PAD sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif 
terhadap PAD. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan maka 
dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama PDRB, belanja 
daerah dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi penerimaan 
PAD di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Rekomendasi dalam 
penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah daerah agar 
terus menggali sumber potensi ekonomi yang dapat berpengaruh 
langsung terhadap peningkatan penerimaan PAD kabupaten/kota di 
Provinsi Aceh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu negara yang masih dalam proses 

pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunannya diperlukan 

biaya-biaya untuk menutupi pengeluaran pembangunan tersebut. 

Pembiayaan ini biasanya ditutupi oleh penerimaan-penerimaan 

yang dimiliki oleh negara, baik dari penerimaan dalam negeri 

maupun pinjaman yang diberikan oleh negara lain. Suatu negara 

harus mencari sumber-sumber potensi ekonomi yang dapat 

menambah dan meningkatkan pendapatan yang akan digunakan 

untuk membangun wilayah tersebut. 

Kebijakan pemerintah Indonesia yang menganut sistem 

otonomi daerah atau desentralisasi yang memberikan wewenang 

kepada pemerintahan daerah otonomi untuk mengurus dan 

mengatur daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah 

tersebut diperlukan tersedianya dana yang cukup memadai untuk 

mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang ditargetkan oleh 

pemerintahan daerah, oleh karena itu setiap daerah harus memiliki 

sumber pendapatan daerahnya sendiri untuk menunjang 

perekonomian daerah tersebut. Pendapatan yang bersumber dari 

daerah dinamakan dengan Pendapatan asli daerah (PAD). 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang 

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

(Mardiasmo, 2002). PAD menjadi sumber keuangan paling utama 

selain jenis penerimaan daerah lainnya, tercantum dalam UU No. 

33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan 

pemerintah daerah. Usaha untuk menggali sumber-sumber PAD 

sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan penyelenggaraan 

kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki 

daerah sebagai basis PAD. Dengan demikian, pemerintahan daerah 

perlu berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai 

modal untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan memacu 

pertumbuhan ekonomi. 

Tujuan berikutnya dari meningkatkan pendapatan PAD 

untuk mengurangi ketergantungan finansial kepada pemerintah 

pusat. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam 

memaksimalkan pendapatan daerahnya akan menjadi tolak ukur 

suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian 

mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Citra keuangan 

pemerintah daerah dapat tercermin dari besarnya PAD yang 

diperoleh. Dalam memaksimalkan PAD pemerintah daerah arus 

berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang 

berpotensi dan dapat berkontribusi langsung untuk meningkatkan 

PAD. 

Daerah yang terus-menerus bergantung kepada 

pemerintahan pusat akan sulit untuk berkembang dan 

meningkatkan perekonomiannya. Hal ini akan menjadi masalah 
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yang berkepanjangan bagi suatu daerah, karena tidak mampu 

menciptakan kemandiriannya dalam meningkatkan kesejahteraan 

daerah tersebut. Berikut Gambar 1.1 yang menunjukkan bagaimana 

perkembangan PAD Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 

2016-2018, di mana provinsi tersebut salah satu bagian di 

Indonesia yang diberikan keistimewaan sebagai daerah otonomi 

khusus (UU No. 44/1999 dan UU No. 11/2006) 

.

 

    Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2020). 
 

Gambar 1.1 

Grafik PAD di Provinsi Aceh Periode TA 2016-2018 

 

Pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh 

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 rata-rata mengalami 

kenaikan dan peningkatan PAD. Lain halnya dengan daerah 

Sabang yang mengalami penurunan anggaran PAD setiap tahunnya 

dari tahun 2016 total anggaran 54 milyar menurun di tahun 2017 
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senilai 48 milyar dan pada tahun 2018 menurun kembali menjadi 

46 milyar. Berbanding terbalik dengan kabupaten Aceh Utara yang 

mengalami peningkatan PAD setiap tahunnya yang sangat 

signifikan yaitu anggaran pada tahun 2016 senilai 211 milyar dan 

mengalami peningkatan di tahun berikutnya tahun 2017  senilai 

247 milyar, begitu juga tahun 2018 meningkat menjadi 358 milyar. 

Berdasarkan survei literasi yang penulis lakukan maka 

terdapat variabel makroekonomi yang memiliki determinan 

terhadap PAD, di antaranya adalah Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai produk barang dan 

jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu 

tertentu (satu tahun) (Batik, 2011). Berikut Tabel 1.1 mengenai 

distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku di Provinsi Aceh 

tahun 2017 dan 2018. 

Tabel 1.1 

  Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas 

Dasar Harga  

Berlaku Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018 

KOMPONEN 2017 2018 

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga 62,94 62,21 

a.  makanan dan minuman non 

beralkohol 25,21 25,04 

b.  minuman beralkohol dan rokok 4,25 4,08 

c.  pakaian 3,63 3,61 

d.  perumahan, air, listrik, gas dan 

bahan bakar dll.  4,94 4,90 

e.  perabot, peralatan rumah tangga, 

 pemeliharaan rutin     3,13 3,04 
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f.   kesehatan 2,06 2,07 

g.  transportasi/angkutan 6,55 6,46 

h.  komunikasi 3,84 3,79 

i.   rekreasi dan budaya 2,68 2,69 

j.   pendidik 1,28 1,24 

k.  penginapan dan hotel 2,62 2,61 

l.   barang pribadi dan jasa perorangan 2,74 2,68 

2. Pengeluaran konsumsi lnprt 2,14 2,12 

3. Pengeluaran konsumsi pemerintah 

(3.a.+3.b.) 23,36 22,51 

4. Pembentukan modal tetap bruto 

(4.a.+4.b.) 35,25 35,78 

    a. bangunan 22,88 23,25 

b. non-bangunan 12,37 12,52 

5. Perubahan inventori (0,09) (0,00) 

6. Ekspor barang dan jasa 46,82 47,35 

7. Impor barang dan jasa 70,42 69,96 

 PDRB 100,00 100,00 

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2020). 

Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Provinsi 

Aceh dari tahun 2017 hingga 2018 terdapat sebagian besar 

komponen mengalami penurunan, namun ada beberapa komponen 

yang mengalami kenaikan, seperti komponen kesehatan mengalami 

kenaikan sebesar 0,01 persen, komponen rekreasi dan budaya juga 

mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen, komponen pembentukan 

modal tetap bruto mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen yang 

terdiri dari komponen bangunan dan non bangunan, komponen 

bangunan mengalami kenaikan sebesar 0,37, komponen non 

Tabel 1.1 - Lanjutan 
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bangunan naik sebesar 0,15 persen dan yang terakhir komponen 

ekspor barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen.  

Priyono (2016) menemukan bahwa PDRB memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Magelang. Lestari 

(2016) menyatakan bahwa secara parsial PDRB per kapita 

berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Berbanding terbalik 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Kuntari 

(2007) yang menyatakan PDRB berpengaruh negatif terhadap 

peningkatan PAD di Kabupaten Karanganyar. 

Selain PDRB terdapat variabel lain yang memiliki 

determinan terhadap PAD yaitu belanja daerah. Menurut Halim 

(2007) belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah 

daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran pendapatan dan 

belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur 

penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga 

komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan 

tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. 

Dapat dikatakan bahwa belanja daerah merupakan biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah untuk membangun 

daerah tersebut, seperti biaya-biaya administrasi dan biaya-biaya 

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, belanja daerah 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ 
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kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah 

atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan 

perundang-undangan.  

Berikut Tabel 1.2 yang menunjukkan data belanja daerah 

Provinsi Aceh tahun anggaran 2018 dan realisasi tahun 2020. 

Dalam Tabel 1.2 menunjukkan bahwa total anggaran belanja 

daerah Provinsi Aceh tahun 2018 adalah sebesar 42.972 milyar, 

yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, total 

nilai anggaran belanja tidak langsung Provinsi Aceh tahun 2018 

adalah sebesar 20.521 milyar. Total nilai anggaran belanja 

langsung Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar 22.451 milyar. Total 

realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar 38.767 milyar, belanja 

tidak langsung berjumlah 23.601 milyar dan belanja langsung 

berjumlah 15.167 milyar. 

Belanja pemerintah bersumber dari pajak yang dipungut 

oleh pemerintah. Belanja pemerintah sebagian dikeluarkan untuk 

membiayai administrasi pemerintahan, sebagian untuk biaya 

kegiatan pembangunan, untuk membiayai gaji pegawai pemerintah, 

membiayai pembelanjaan pertahanan dan keamanan pemerintah, 

membiayai sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan 

membiayai berbagai jenis infrastruktur. Pembiayaan-pembiayaan 

tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan 

kegiatan ekonomi pemerintahan.  
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Tabel 1.2 

Data Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 

dan Realisasi 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Keterangan Anggaran Realisasi % 

Belanja  42.972.328 38.767.096 90,21 

Belanja tidak langsung 20.521.074 23.600.548 115,01 

Belanja pegawai 11.902.612 12.083.311 101,52 

Belanja bunga 3.420 2.856 83,54 

Belanja subsidi 17.542 8.470 48,53 

Belanja hibah 999.138 3.968.914 397,23 

Belanja bantuan sosial 686.885 785.369 114,34 

Belanja bagi hasil 694.992 819.466 117,91 

Belanja bantuan keuangan  6.071.845 5.876.182 96,78 

Belanja tidak terduga 144.729 55.978 38,68 

Belanja langsung 22.451.254 15.166.547 67,55 

Belanja pegawai 2.492.966 0 0,00 

Belanja barang dan jasa 12.502.144 8.845.614 70,75 

Belanja modal 7.456.144 6.320.934 84,77 

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia (202 

Jatmiko dan Ilham (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang 

berarti semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pemerintah juga 

melakukan belanja daerah dengan anggaran yang lebih untuk dapat 

meningkatkan perekonomian. Prana (2016) menemukan 

kesimpulan bahwa faktor yang diduga memengaruhi persentase 

perubahan PAD merupakan total pengeluaran pembangunan. 

Atmaja (2011) menemukan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh 

terhadap PAD. 

Variabel selanjutnya yang memiliki determinan terhadap 
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PAD adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk selalu memiliki 

keterkaitan dengan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. 

Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai aset modal 

dasar pembangunan, namun juga dapat menjadi suatu tantangan 

atau beban bagi pemerintah. Hal tersebut tergantung pada masalah 

kependudukan yang terdapat dalam wilayah tersebut karena setiap 

wilayah memiliki potensi kependudukan dan masalah 

kependudukan yang berbeda-beda. Jumlah penduduk yang besar 

akan menjadi beban atau masalah jika struktur persebaran dan 

mutunya tidak dapat meningkatkan produksi sehingga hanya akan 

menuntut pelayanan fasilitas publik yang ditanggung oleh 

penduduk yang memiliki produktivitas yang efektif. 

Sukirno (2016) mengemukakan bahwa penduduk yang 

bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun 

penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang 

bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan 

penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah 

produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan 

pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah 

tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan ini 

selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat 

daripada pertambahan tenaga kerja.  

Penelitian Asmuruf (2015) menemukan hasil bahwa jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

Kota Sorong. Sedangkan penelitian Adriani dan Handayani (2017) 
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menemukan hasil bahwa jumlah penduduk mempunyai hubungan 

negatif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten 

Merangin. Selanjutnya penelitian Karmila (2016) mengemukakan 

bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD) kabupaten/kota Eks Karsidenan Surakarta.  

Berikut merupakan Tabel 1.3 yang menunjukkan angka 

jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Aceh (jiwa) dari 

tahun 2017-2019. Dalam Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa 

jumlah penduduk dari tahun 2017-2019 kabupaten/kota di Provinsi 

Aceh mengalami kenaikan setiap tahun. Secara umum dapat dilihat 

pada wilayah Aceh pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 

5.189.466 jiwa, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 5.281.314 

jiwa, selanjutnya pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan 

jumlah penduduk menjadi 5.371.532 jiwa. 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (Jiwa) 

 

Wilayah 
Jumlah Penduduk 

2017 2018 2019 

Simeulue 91.372 92.393 93.228 

Aceh Singkil 119.490 121.681 124.101 

Aceh Selatan 231.893 235.115 238.081 

Aceh Tenggara 208.481 212.417 216.495 

Aceh Timur 419.594 427.567 436.081 

Aceh Tengah 204.273 208.505 212.494 

Aceh Barat 201.682 205.971 210.113 
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Wilayah 
Jumlah Penduduk 

2017 2018 2019 

Aceh Besar 409.109 417.302 425.216 

Pidie 432.599 439.131 444.976 

Bireuen 453.224 461.726 471.635 

Aceh Utara 602.554 611.435 619.407 

Aceh Barat Daya 145.726 148.111 150.393 

Gayo Lues 91.024 92.602 94.100 

Aceh Tamiang 287.007 291.112 295.011 

Nagan Raya 161.329 164.483 167.294 

Aceh Jaya 89.618 91.087 92.892 

Bener Meriah 142.526 145.086 148.175 

Pidie Jaya 154.795 158.091 161.215 

Banda Aceh 259.913 265.111 270.321 

Sabang 33.978 34.571 34.874 

Langsa 171.574 174.318 176.811 

Lhokseumawe 198.980 203.284 207.202 

Subulussalam 78.725 80 215 81.417 

Aceh 5.189.466 5.281.314 5.371.532 

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2020) 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan masih terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian 

mengenai variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh 

terhadap PAD. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Tabel 1.3 Lanjutan 
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sebelumnya, berikut adalah beberapa perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, kondisi 

keuangan daerah, variabel penelitian, periode penelitian dan juga 

yang paling utama adalah setiap daerah memiliki potensi-potensi 

ekonomi yang berbeda. Dengan demikian PAD juga akan tidak 

sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.  

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan dalam 

penjelasan latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam untuk mengetahui pengaruh pada penyelesaian 

permasalahan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan 

judul “Determinan Variabel Makroekonomi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti 

menetapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap PAD kabupaten/kota di 

Provisi Aceh? 

2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap PAD 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD 

kabupaten/kota di Provisi Aceh? 

4. Bagaimana pengaruh PDRB, belanja daerah dan jumlah 

penduduk secara simultan terhadap PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD kabupaten/kota 

di Provinsi Aceh. 

2. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap PAD 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

4. Menganalisis pengaruh PDRB, belanja daerah dan jumlah 

penduduk secara simultan terhadap PAD Kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi secara teoritis, praktis maupun manfaat 

kebijakan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

a. Mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai variabel 

makroekonomi yang mempengaruhi penerimaan PAD 

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  

b. Menjadi referensi bagi penelitian atau studi berikutnya yang 

berkaitan dengan variabel makroekonomi yang mempengaruhi 

PAD Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Menjadi masukan dan bahan perbandingan yang dapat 

digunakan oleh peneliti berikutnya yang mengambil penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian ini maupun dikembangkan lagi. 

1.4.3 Manfaat Kebijakan 

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintahan agar membuat 

kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk 

pemerintahan variabel makroekonomi apa saja yang 

berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan penjelasan ini lebih terarah, diperlukan 

adanya sistematika pembahasan.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan sistematik 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat uraian mengenai landasan teori, teori yang 

mendasari, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian yang 

terkait dengan variabel penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan 

peneliti beserta justifikasinya, jenis penelitian, lokasi, sampel, 

metode pengumpulan data, serta analisis penelitian yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Memuat gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil 

analisis data, pembahasan hasil analisis (pembuktian hasil 

hipotesis). 

BAB V PENUTUP  

Bab terakhir memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang 

berhubungan dengan masalah penelitian dan hipotesis penelitian. 

Saran adalah rumusan berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan 

pada kesimpulan, berisi uraian mengenai rekomendasi kepada 

pihak-pihak terkait dengan judul penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Weley, et al. (2019) mengemukakan pendapatan adalah arus 

uang atau barang yang menguntungkan bagi seseorang, kelompok, 

individu, sebuah perusahaan atau perekonomian selain beberapa 

waktu. Pendapatan bisa berasal dan penjualan jasa-jasa produktif 

(seperti: gaji, bunga, keuntungan, uang, sewa, pendapatan 

nasional). 

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga 

golongan menurut Suparmoko dalam Hanun (2018) yaitu: 

1. Pendapatan dari gaji dan upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi 

tenaga kerja. Besar gaji atau upah seseorang secara teoritis 

sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi produktivitas, sebagai berikut: keahlian 

(skill), mutu modal manusia (human capital), kondisi kerja 

(working condition). 

2. Pendapatan dari aset produktif 

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas 

balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. 

Pertama, aset finansial (financial assets) seperti deposito yang 

menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan 
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deviden dan keuntungan atas modal (capital gain) bila 

diperjualbelikan. Kedua, aset buka financial (real assets) 

seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa. 

3. Pendapatan dari pemerintah (transfer payment) 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer payment 

adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau 

input yang diberikan. Misalnya dalam bentuk tunjangan 

penghasilan bagi para penganggur (unemployment 

compensation), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan 

berpendapatan rendah (social security). 

Pendapatan asli daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli 

daerah merupakan salah satu ukuran suatu daerah dalam 

menentukan kemandirian suatu daerah. Semakin besar jumlah 

pendapatan asli daerahnya maka tingkat kemandirian suatu daerah 

semakin tinggi. Pendapatan asli daerah merupakan tulang 

punggung pembiayaan daerah, karena itu, kemampuan suatu daerah 

menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan 

pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan total 



18 

 

 

pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang terdiri dari PAD 

ditambah dengan dana perimbangan dan sumber lain yang sah, 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Bratakusumah & Solihin (2002) pengertian PAD adalah 

pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan 

guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Dalam 

kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD 

yang sah. 

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada 

pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga 

dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-

sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor 

industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. 

Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
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pendapatan asli daerah yang sah. 

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting 

dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini 

karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan 

inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan 

urusan daerah.  Sumber keuangan yang berasal dari PAD di 

antaranya pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan 

daerah dan pendapatan lain yang sah (Mentari & Rahayu, 2015). 

Dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber 

keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya, 

tercantum dalam UU No 33/2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pusat daerah. Usaha untuk menggali sumber-sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dalam 

pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus didukung oleh 

potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD. Hal ini 

disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak 

dan retribusi kepada daerah sangat tergantung kepada aktivitas 

ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktivitas ekonomi 

yang dilakukan, akan meningkatkan pendapatan yang mereka 

terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan 

PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.  

Menurut Firdausy (2017:12) mengatakan bahwa potensi 

pendapatan asli daerah pada umumnya belum tergali secara 

maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam 

menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan 
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dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya 

sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan 

aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam 

menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang 

mungkin dicapai. Di sisi lain, sering kali pengeluaran biaya yang 

digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak 

awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal 

penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka 

sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai 

berikut (Halim, 2007): 

1. Pajak daerah 

Jenis pendapatan pajak terbagi menjadi dua:  

a. Pajak provinsi 

b. Pajak kabupaten/kota 

2. Retribusi daerah  

Jenis pendapatan retribusi dibedakan menjadi: 

a. retribusi jasa umum 

b. retribusi jasa usaha 

c. retribusi perizinan tertentu 

3. Hasil pengelolaan milik daerah 

Jenis pendapatan ini mencakup: 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD. 
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b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

Negara/BUMN. 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

swasta atau sekelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain PAD yang sah 

2.2 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) 

Boediono (2008) pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan 

ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita di mana ada 

dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output totalnya (GDP) dan 

sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total 

dibagi dengan jumlah penduduk.  

Menurut Sukirno (2016) Produk Domestik Bruto (PDB) 

dapat diartikan sebagai nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang 

diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. 

Di dalam sesuatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di 

negara-negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan 

saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh 

penduduk negara lain.  

Rahardja dan Manurung (2008) mengemukakan bahwa 

Produk Domestik Bruto (PDB) menghitung hasil produksi suatu 

perekonomian tanpa memerhatikan siapa pemilik faktor produksi 

tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam 

perekonomian tersebut output-nya diperhitungkan dalam PDB. 

Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa 
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sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi 

milik perekonomian domestik. 

Menurut Yogi, et al. (2018) PDRB adalah nilai barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah 

dalam periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dimaksudkan 

dalam hal ini adalah output yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi 

di daerah tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka 

semakin tinggi nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan 

demikian, PDRB dapat dikatakan sebagai suatu indikator aktivitas 

ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB yang digunakan di Indonesia 

adalah PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas 

dasar harga kontans (riil). PDRB atas dasar harga berlaku 

merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan 

PDRB atas dasar harga kontans merupakan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu 

waktu tertentu sebagai tahun dasar (tidak terdapat pengaruh 

inflasi). Keduanya memiliki fungsi yang berbeda: PDRB atas dasar 

harga berlaku untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, 

sedangkan PDRB atas dasar harga kontans untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun atau laju 

pertumbuhan ekonomi dengan faktor perubahan harga yang telah 

dikeluarkan. 

Nugreheni dalam Prasetyo (2010) mengemukakan bahwa 

pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat 
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ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara 

lain: 

a. Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Bruto (PDB) 

atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan 

dinyatakan dalam harga pasar, baik PDB atau PDRB merupakan 

ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur 

pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat 

mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, 

padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap 

penduduk di negara atau daerah yang  bersangkutan. 

b. Produk domestik per kapita atau pendapatan per kapita, produk 

domestik per kapita atau pendapatan per kapita pada skala 

daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik, karena lebih tepat mencerminkan 

kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang 

bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-

rata.  

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atau 

segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di 

tingkat daerah (baik itu dilakukan oleh penduduk daerah maupun 

dari penduduk daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). 

Sasana (2006) mengemukakan PDRB adalah nilai bersih barang 

dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi 
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di suatu daerah dalam periode. Batik (2011) menyatakan pengertian 

PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di 

wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun). 

Dapat disimpulkan bahwa PDRB adalah total nilai produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu dalam periode 

tertentu. 

PDRB dapat diukur melalui tiga macam pendekatan, yaitu: 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran (Batik, 2011).  

1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

2. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen 

permintaan akhir dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta yang tidak mencari untung. Konsumen 

pemerintah pembentukan modal tetap domestik bruto. 

Perubahan stock ekspor netto, dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). Ekspor netto merupakan ekspor dikurang 

impor. 

3. Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah barang dan 

jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam 

proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun).  

Adapun jenis sektor ekonomi yang digunakan dalam PDRB 

menurut lapangan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan 
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usaha Indonesia sebagai berikut (Yogi, 2018): 

a. Pertanian, kehutanan dan perikanan, 

b. Pertambangan dan penggalian, 

c. Industri pengolahan 

d. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, 

e. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 

f. Konstruksi, 

g. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan 

mobil dan sepeda motor, 

h. Transportasi dan pergudangan 

i. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, 

j. Informasi dan komunikasi 

k. Jasa keuangan dan asuransi 

l. Real estate 

m. Jasa Profesional, ilmiah dan teknis 

n. Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, 

ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha 

lainnya 

o. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial 

wajib 

p. Jasa pendidikan 

q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

r. Kesenian, hiburan, dan reaksi 

s. Kegiatan jasa lainnya 
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t. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan 

yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah yang 

digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, dan 

u. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional 

lainnya. 

Sementara PDRB berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 

enam komponen yaitu: 

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup semua 

pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi 

dengan penjualan  neto barang bekas dan sisa yang dilakukan 

rumah tangga selama setahun. 

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencakup 

pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja 

barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan.  

3. Pembentukan modal tetap domestik bruto yang mencakup 

pembuatan dan pembelian barang–barang modal baru dari 

dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar 

daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 

4. Perubahan inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB 

hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi 

komponen permintaan akhir lainnya. 

5. Ekspor barang dan jasa. ekspor barang dinilai menurut 

harga  Free On Board (FOB). 

6. Impor barang dan jasa. impor barang dinilai menurut Cost 

Insurance Frigate (CIF). 
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2.3 Belanja Daerah 

Menurut Halim (2007) belanja daerah adalah semua 

pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. 

Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga komponen 

utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir 

secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di 

lembaga yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa belanja daerah 

merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah 

untuk membangun daerah tersebut, seperti biaya-biaya administrasi 

dan biaya-biaya pembangunan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi 

daerah.  

Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, belanja daerah 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan 

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu 

yang dapat di dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan 

urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 
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yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui 

prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran 

yang bersangkutan. Belanja Modal adalah pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. 

 Komposisi belanja daerah pada APBD secara nasional 

menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2017) dibagi 

ke dalam empat bagian utama yaitu belanja pegawai, belanja 

modal, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya.  

1. Belanja pegawai 

Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja 

pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya 

kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya 

porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi 

belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka  

APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain 
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yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja 

modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk 

mendukung belanja yang efektif mendorong roda 

perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan 

pembangunan jalan dan jembatan baru. Rasio belanja pegawai 

secara nasional adalah 38,5 persen. 

2. Belanja modal 

Belanja modal merupakan jenis belanja yang digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap 

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 

contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung dan 

peningkatan jalan. Salah satu sumber belanja modal adalah dari 

dana transfer umum (DAU dan DBH), guna mempercepat 

pelayanan publik,   

3. Belanja barang dan jasa 

Belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang 

digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki 

masa manfaat kurang dari dua belas bulan dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah, contohnya 

pembelian barang pakai habis, perjalanan dinas, dan 

pemeliharaan gedung. 

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 58 tentang 

keluarga daerah dan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, tujuan dari belanja daerah 
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dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:  

a. Merupakan rasionalisasi antara gambaran kemampuan dan 

penggunaan sumber–sumber finansial dan material yang tersedia 

pada suatu negara/daerah.  

b. Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan 

yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan 

lebih baik.  

c. Sebagai alat untuk memerinci penggunaan sumber–sumber yang 

tersedia menurut objek pembelanjaannya sehingga memudahkan 

pengawasan atas pengeluarannya. 

d. Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber 

penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat 

untuk pembatasan pengeluaran. 

e. Sebagai alat untuk menampung menganalisis, serta 

mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar 

alokasi pembayaran program dan proyek yang diusulkan. 

f. Sebagai pedoman atau tolak ukur serta alat pengawasan atas 

pelaksanaan kegiatan, program, dan proyek yang dilakukan 

pemerintah. 

Sukirno (2016) menyatakan jumlah pengeluaran pemerintah 

yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung 

kepada banyak faktor, yang di antaranya adalah: jumlah pajak yang 

akan diterima dan pertimbangan politik dan keamanan. 

1.   Proyeksi jumlah pajak yang diterima salah satu faktor penting 

yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah 
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jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran 

belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat 

proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. 

Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, 

semakin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan 

dilakukan.  

2.   Tujuan ekonomi yang ingin dicapai faktor yang lebih penting 

dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan 

ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting 

sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatan dapat 

memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang 

diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah 

adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi 

dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka 

panjang, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali 

pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari 

pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi 

pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, 

misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan 

infrastruktur-irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan 

mengembangkan pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan 

banyak uang, dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk 

membiayainya. Maka untuk memperoleh dana yang diperlukan 

pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.   

3.   Pertimbangan politik dan keamanan, pertimbangan-
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pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi 

salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja 

pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai 

golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai 

negara di dunia. Keadaan yang seperti itu akan menyebabkan 

kenaikan belanja pemerintah yang sangat besar, terutama 

apabila operasi militer perlu dilakukan ancaman kestabilan dari 

negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar 

dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah 

membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan 

pajak. 

Menurut Wulandari dan Iryanic (2018:14) Belanja daerah 

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari 

rekening kas umum daerah yang dalam satu tahun anggaran dan 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Belanja daerah diklasifikasikan menurut: 

a. Fungsi, 

b. Organisasi, 

c. Program, 

d. Kegiatan, 

e. Kelompok belanja, dan 

f. Jenis belanja 

Jika dilihat dari klasifikasi belanja menurut fungsi yaitu terdiri dari: 
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a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang bersifat 

wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan 

pemerintahan kota. 

b. Klasifikasi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasi tersebut 

tidak nampak dalam RKA dan DPA SKPD tetapi hanya 

tampak dalam APBD sebagai lampiran. 

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: 

1. Pendidikan 

2. kesehatan 

3. pekerjaan umum 

4. perumahan rakyat 

5. penataan ruang 

6. perencanaan pembangunan 

7. perhubungan 

8. lingkungan hidup 

9. pertahanan  

10. kependudukan dan catatan sipil 

11. pemberdayaan perempuan 

12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

13. sosial 

14. tenaga kerja 

15. koperasi dan usaha kecil dan menengah 

16. penanaman modal 

17. kebudayaan 

18. pemuda dan olahraga 
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19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 

20. pemerintah umum 

21. kepegawaian 

22. pemberdayaan masyarakat dan desa 

23. statistik 

24. arsip 

25. arsip, dan 

26. komunikasi dan informatika 

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: 

1. Pertanian 

2. kehutanan 

3. Energi dan sumber daya mineral 

4. pariwisata 

5. kelautan dan perikanan 

6. perdagangan 

7. perindustrian, dan 

8. transmigrasi 

 

2.4 Jumlah Penduduk 

Sukirno (2016) mengemukakan bahwa penduduk yang 

bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun 

penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang 

bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan 

penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah 

produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan 

pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah 
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tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan ini 

selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat 

dari pada pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya perlu diingat 

bahwa pengusaha adalah sebagian penduduk, maka luasnya 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga 

bergantung pada jumlah pengusaha dalam ekonomi.  

Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk 

terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan 

itu pada luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan 

besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor 

perusahaan bertambah pula. Karena peranannya ini maka 

perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada 

pertambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan 

ekonomi (Sukirno, 2016). 

 Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada 

pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang 

kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi 

masalah kelebihan penduduk. Sesuatu negara dipandang 

menghadapi kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak 

seimbang dengan faktor-faktor produksi yang tersedia, yaitu jumlah 

penduduk adalah jauh berlebihan sebagai akibat dari 

ketidakseimbangan ini produktivitas marjinal penduduk rendah. Ini 

berarti pertambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan 

menimbulkan pertambahan dalam produksi nasional atau kalau ia 

bertambah, pertambahan tersebut terlalu lambat dan tidak dapat 
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mengimbangi pertambahan penduduk (Sukirno, 2016).    

Mengenai sifat penduduk negara-negara perkembangan 

terdapat dua ciri yang menimbulkan efek yang buruk kepada usaha 

pembangunan yaitu (Sukirno, 2016): 

1. Jumlah penduduknya relatif besar. Negara-negara seperti ini 

menghadapi masalah pembangunan yang jauh lebih serius 

dari negara-negara berkembang yang relatif kecil 

penduduknya. Contohnya seperti negara India dan Cina. 

Mewujudkan suatu konsensus politik dalam menentukan 

arah dan corak pembangunan yang harus dilakukan sudah 

merupakan masalah yang memerlukan waktu beberapa 

tahun atau beberapa dekade.  

2. Tingkat perkembangan penduduk sangat cepat. Ciri ini 

memperburuk akibat negatif penduduk terhadap 

pembangunan ekonomi. Perkembangan penduduk sejak 

perang dunia ke II yang lalu menunjukkan pertambahan 

dalam tingkat pertumbuhannya. Sebelum perang ke II, 

tingkat pertambahan penduduk di berbagai negara maju dan 

negara berkembang, mencapai tingkat di sekitar satu persen. 

Tetapi sejak perang ke II, tingkat pertumbuhan negara 

berkembang mencapai rata-rata lebih dari dua persen (ada 

yang melebihi tiga persen). Faktor ini dan jumlah penduduk 

yang sudah semakin besar sejak perang dunia ke II 

menimbulkan masalah eksplosif atau peledakan penduduk 

di negara-negara berkembang. 
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2.5 Hubungan Antara Variabel 

2.5.1 Hubungan Antara PDRB dan PAD 

Menurut Santoso dan Rahayu (2005) hubungan antara PAD 

dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB 

merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka 

akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai 

program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong 

peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang 

diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.  

Hasil analisis dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfi 

(2014) ada satu variabel yang berpengaruh positif terhadap 

pendapatan asli daerah yaitu PDRB. Peningkatan produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan masyarakat akan meningkatkan PAD. 

Heruyanto (2016) variable PDRB memiliki pengaruh signifikan 

terhadap PAD dengan arah hubungan yang positif. Yang berarti 

bahwa setiap kenaikan nilai dari PDRB tersebut maka akan 

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). 

2.5.2 Hubungan Antara Belanja Daerah dan PAD 

Atmaja (2011) menyatakan pelaksanaan pembangunan 

daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap 

unsur satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam 

pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu 

membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk 
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anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang 

berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk 

administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan 

pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. 

Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan 

pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. 

Jatmiko dan Ilham (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang 

berarti semakin meningkat pertumbuhan ekonomi pemerintah juga 

melakukan belanja daerah dengan anggaran yang lebih untuk dapat 

meningkatkan perekonomian. Mayza et al. (2015) menemukan 

hasil penelitian bahwa variabel jumlah penduduk, rasio 

(pengeluaran pemerintah atau PDRB) dan inflasi secara bersama-

sama mempengaruhi PAD, Sedangkan secara parsial menunjukkan 

variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap 

PAD. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah atau 

PDRB) berpengaruh terhadap PAD. 

 

2.5.3 Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan PAD 

Murib et al. (2018) mengemukakan bahwa pendapatan suatu 

daerah dapat diperoleh dari aktivitas pada perekonomian yang 

berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan 

adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam kegiatan 

perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD).  
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Menurut Karmila (2016) hubungan antara jumlah penduduk 

dan PAD juga sangat erat, karena jumlah penduduk merupakan 

salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar 

daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang 

dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan unsur penting yang 

dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil 

penelitian Karmila menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki 

pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota 

Eks Karsidenan Surakarta.   

Penelitian Asmuruf (2015) menemukan hasil bahwa jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

Kota Sorong. Sedangkan penelitian Adriani dan Handayani (2017) 

menemukan hasil bahwa jumlah penduduk mempunyai hubungan 

negatif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten 

Merangin.  

 

2.6 Penelitian Terkait 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi persentase PAD 

adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB 

sangat kuat. Sedangkan Atmaja (2011) menentukan bahwa 

pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Efriana (2014) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu 
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PDRB dan jumlah penduduk. 

Penelitian Asmuruf (2015) menemukan hasil bahwa jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong. Mayza et al. 

(2015) hasil penelitian membuktikan bahwa variabel jumlah 

penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah atau PDRB) dan inflasi 

secara bersama-sama mempengaruhi PAD. Husna (2015) 

menemukan hasil penelitian bahwa PAD dapat dijelaskan oleh 

variabel perekonomian di Daerah Kota Se Jawa Tengah 

berkembang dengan baik, sehingga PAD dapat meningkat melalui 

penarikan pajak. Secara individual pengeluaran daerah, jumlah 

penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah 

Prana (2016) yang menemukan kesimpulan bahwa faktor-faktor 

yang diduga mempengaruhi persentase perubahan PAD adalah total 

pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) 

menyatakan bahwa secara parsial PDRB per kapita berpengaruh 

positif signifikan terhadap PAD. Inflasi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Priyono (2016) menunjukkan bahwa hanya Produk Regional 

Domestik Bruto (PDRB) yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang. Variabel 

lainnya (pengeluaran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan 

jumlah industri) secara parsial atau individual tidak berpengaruh ke 

pendapatan asli daerah (PAD). Secara simultan Produk Regional 

Domestik Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah daerah, jumlah 
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penduduk dan jumlah industri memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang.  

Karmila (2016) mengemukakan bahwa jumlah penduduk 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

kabupaten/kota Eks Karsidenan Surakarta. Sedangkan penelitian 

Adriani dan Handayani (2017) menemukan hasil bahwa jumlah 

penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak 

signifikan terhadap PAD Kabupaten Merangin.  

Santoso dan Putri (2018) menemukan hasil penelitian bahwa 

variabel jumlah wisatawan, PDRB, dan investasi secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

artinya di Daerah Istimewa Yogyakarta Pendapatan Asli Daerah 

dapat bersumber dari hasil jumlah wisatawan, PDRB dan Investasi. 

Ketika nilai jumlah wisatawan, PDRB dan investasi meningkat 

maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh. Penelitian selanjutnya 

adalah yang dilakukan oleh  Sedangkan secara parsial 

menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap PAD dan variabel rasio (pengeluaran 

pemerintah atau PDRB) berpengaruh terhadap PAD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko dan Ilham (2019) 

mendapatkan kesimpulan bahwa jumlah penduduk tidak 

berkorelasi dengan pajak daerah yang berarti dengan tingginya 

jumlah penduduk tidak selalu meningkatkan pajak daerah. Jumlah 

penduduk berkorelasi positif signifikan dengan pertumbuhan 

ekonomi yang artinya dengan tingginya jumlah penduduk dapat 
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juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk 

berkorelasi signifikan positif dengan belanja daerah yang artinya 

semakin tinggi jumlah penduduk dalam kabupaten ini maka belanja 

daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan 

meningkat. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi signifikan positif 

dengan belanja daerah yang berarti semakin meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga melakukan belanja daerah 

dengan anggaran lebih untuk dapat meningkatkan perekonomian. 

Weley et al. (2019) menarik kesimpulan bahwa secara parsial 

inflasi bertanda positif. Artinya bahwa inflasi mengalami kenaikan, 

maka jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado akan 

meningkat. Hubungan antara PDRB dan Inflasi dengan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah sangat erat.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terkait 

 

No Peneliti dan Judul 
Metode 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Atmaja (2011) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pendapatan asli 

daerah (PAD) di 

Kota Semarang 

Metode 

kuantitatif 

model time 

series 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Model penelitian 

Atmaja adalah 

time series, 

sedangkan 

penelitian ini 

dengan model 

panel. 

2 Jatmiko & Ilham 

(2019) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pendapatan asli 

daerah Kabupaten 

Banjar Negara 

 

Metode 

kuantitatif 

dengan analisis 

korelasi 

berganda. 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Lokasi penelitian, 

tahun penelitian 

dan juga variabel 

bebas yang 

digunakan. 
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No Peneliti dan Judul 
Metode 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

3 Weley, Kumenaung 

& Sumual (2019). 

Analisis pengaruh 

inflasi dan Produk 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

terhadap pendapatan 

asli daerah di Kota 

Manado 

Metode 

kuantitatif 

dengan Regresi 

linear berganda 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Lokasi penelitian, 

tahun penelitian 

dan juga variabel 

bebas yang 

digunakan. 

4 Husna (2015). 

Pengaruh PDRB, 

inflasi, pengeluaran 

pemerintah terhadap 

pendapatan asli 

daerah di Daerah 

Kota Se Jawa Tengah 

Metode 

kuantitatif 

dengan analisis 

OLS. 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Penelitian Husna 

menggunakan 

metode analisa 

OLS. 

5 Triani & Kuntari 

(2010). Pengaruh 

variabel makro 

terhadap penerimaan 

pendapatan asli 

daerah kabupaten 

Karanganyar 

Metode 

kuantitatif 

dengan uji 

regresi linear 

berganda 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Menggunakan uji 

regresi linear 

berganda, lokasi 

penelitian dan 

tahun penelitian.  

6 Mayza, Masbar & 

Nasir (2015). Analisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

Provinsi Aceh 

 

Metode 

kuantitatif 

dengan regresi 

linear berganda. 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Tahun penelitian 

dan data yang 

diteliti langsung 

menggunakan 

data Provinsi 

Aceh, bukan 

kabupaten/kota. 

7 Batik (2013).  

Analisis pengaruh 

investasi, pdrb, 

jumlah penduduk, 

penerimaan 

pembangunan, dan 

inflasi terhadap 

pendapatan asli 

daerah (PAD) di 

Kabupaten Lombok 

Barat 

 

Metode 

kuantitatif 

dengan regresi 

berganda model 

time series. 

Menggunakan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Lokasi penelitian, 

tahun penelitian 

dan variabel bebas 

yang digunakan 

juga berbeda. 

Tabel 2.1 - Lanjutan 
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No Peneliti dan Judul 
Metode 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

8 Marfi (2014).  

Analisis pengaruh 

PDRB, pengeluaran 

pemerintah, jumlah 

penduduk, dan 

panjang jalan 

terhadap pendapatan 

asli daerah 

Metode 

kuantitatif 

dengan model 

data panel. 

Menggunakan 

model data 

panel dan 

variabel 

dependen yang 

sama yaitu 

PAD. 

Variabel bebas 

yang digunakan, 

lokasi penelitian 

dan tahun 

penelitian. 

Sumber: Olahan Peneliti (2020) 

 

2.7 Kerangka Konseptual 

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan utama bagi 

suatu daerah. Besarnya tingkat pendapatan asli daerah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa variabel, di antaranya adalah PDRB, 

belanja daerah dan jumlah penduduk. PDRB adalah total nilai 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam 

satu periode tertentu.  

Sedangkan belanja daerah merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah dalam membangun 

daerah tersebut, seperti biaya administrasi dan biaya pembangunan 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah penduduk 

merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. 

Penduduk yang dapat meningkatkan output produksi dalam suatu 

wilayah akan membantu proses pembangunan ekonomi lebih 

cepat. 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian berupa pengaruh 

PDRB, belanja daerah dan jumlah penduduk secara simultan 

Tabel 2.1 - Lanjutan 
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terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh, pengaruh PDRB 

terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh, pengaruh belanja 

daerah terhadap PAD Kabupaten/kota di Provisi Aceh, pengaruh 

jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten/kota di Provisi Aceh, 

maka kerangka konseptual disusun berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Konseptual  

 

2.8 Hipotesis  

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan analisa 

data-data yang diperoleh maka penulis menetapkan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1 : PDRB berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten/kota 

di Provinsi Aceh. 

Produk Domestik 

Regional Brutto (PDRB) 

(X1) 

Belanja Daerah 

(X2) 

 

Jumlah Penduduk  

(X3) 

Pendapatan Asli 

Daerah 

(PAD) 

Kabupaten/Kota 

(Y) 
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H2 : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap PAD 

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

H3 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD 

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

H4 : PDRB, belanja daerah dan jumlah penduduk secara 

simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bersifat asosiatif. 

Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2016) adalah suatu 

pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 

variabel atau lebih. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel 

yang dihubungkan, tiga di antaranya variabel independen yaitu 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja daerah dan 

jumlah penduduk, serta satu variabel dependen yaitu pendapatan 

asli daerah (PAD).  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditentukan. 

 

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder menurut Hikmawati (2017) adalah data 

yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai 
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sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab 

masalah yang diteliti.  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data dokumentasi yang telah disediakan di website resmi 

pemerintahan. Data yang diperlukan adalah data pendapatan asli 

daerah (PAD) 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019 

yang diperoleh pada website resmi portal Kementrian Keuangan. 

Data belanja daerah 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2015-

2019 juga diperoleh pada website resmi portal Kementrian 

Keuangan. Penelitian ini juga mengambil dokumentasi data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, yaitu 

data mengenai PDRB 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 

2015-2019 dan juga data jumlah penduduk 23 kabupaten/kota 

Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 

 

3.3 Definisi dan Operasional Variabel 

Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

yaitu:   

1. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang 

berasal dari daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli 

daerah (PAD) lain-lain yang sah di Provinsi Aceh. Data 

yang diperlukan adalah data anggaran PAD (milyar rupiah) 

23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 

2. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) merupakan total 

keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu 
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wilayah tertentu pada periode tertentu. Data yang digunakan 

adalah data persentase PDRB atas dasar harga berlaku 

menurut lapangan usaha di 23 kabupaten/kota Provinsi 

Aceh tahun 2015-2019. 

3. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah 

yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan 

administrasi daerah, pembangunan daerah, pembayaran 

gaji/upah pegawai pemerintah daerah dan biaya-biaya 

lainnya yang bersifat mengurangi nilai kekayaan bersih 

dalam periode anggaran yang bersangkutan. Data yang 

digunakan adalah data total anggaran belanja daerah, yang 

terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung 

(milyar rupiah) di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 

2015-2019. 

4. Jumlah penduduk merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi. Penduduk yang dapat 

meningkatkan output produksi dalam suatu wilayah akan 

membantu proses pembangunan ekonomi lebih cepat. Data 

yang digunakan adalah angka jumlah penduduk (jiwa) di 23 

kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 
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Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel 

No 
Jenis 

Variabel 
Singkatan Skala Nama Variabel 

1 Dependen  Y Rasio 

(Rupiah) 

Pendapatan asli daerah 

(PAD) 

2 Independen  X1 Rasio 

(Rupiah) 

Produk domestik regional 

bruto (PDRB) 

X2 Rasio 

(Rupiah)  

Belanja daerah 

X3 Rasio  

(Rupiah)  

Jumlah penduduk 

Sumber: Olahan Peneliti (2020) 

 

3.4 Metode Analisis dan Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data panel di mana data 

panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross 

section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dari 

waktu ke waktu terhadap banyak individu, sedangkan time series 

adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu 

individu. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi di 

mana data dikumpulkan secara individu (cross section) dan diikuti 

pada waktu tertentu (time series). Maka persamaan regresinya 

sebagai berikut (Mahulete, 2016). 

Yit   = a + B1 (PDRBit) + B2 (BDit) + B3 (JPit) + eit  .. (3.1) 

Di mana: 

Yit = Pendapatan asli daerah 

a = Konstanta 

B1 B2 B3  = Koefisien regresi 
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PDRBit = PDRB kabupaten i pada tahun t 

BDit = Belanja daerah kabupaten i tahun ke t 

JPit = Jumlah penduduk kabupaten i tahun ke t 

eit = error term 

 
3.4.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel 

Analisis data panel dalam penelitian dapat dilakukan dengan 

tiga metode yaitu: metode common effect, fixed effect dan random 

effect. Untuk menentukan metode mana yang lebih sesuai 

digunakan maka digunakan uji Chow, uji Hausman dan uji 

Lagrange Multiplier (LM). 

1. Model Common Effect 

Mahulete (2016) mengemukakan model common effect 

adalah model yang paling sederhana, karena hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan 

hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat 

digunakan metode Ordinal Least Square (OLS) atau teknik kuadrat 

terkecil untuk mengestimasi model data panel. Persamaan metode 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Yit = a + BjX
j
it + eit           .................................................... (3.2) 

Di mana: Yit adalah variabel terikat individu ke I pada waktu 

ke I, X
j
it adalah variabel bebas ke j individu ke I pada waktu ke t, I 

merupakan unit cross section sebanyak N, j adalah unit time series 

sebanyak T, eit adalah komponen error individu ke i pada waktu ke 

t, a adalah intercept, dan Bj adalah parameter untuk variabel ke j. 

2. Model Fixed Effect 
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Mahulete (2016) menyatakan model ini digunakan untuk 

mengatasi kelemahan dari analisis data panel yang menggunakan 

metode common effect. Karena penggunaan metode common effect 

tidak realistis karena akan menghasilkan intercept ataupun slope 

pada data panel yang tidak berubah baik antar individu (cross 

section) maupun antar waktu (time series). Persamaan metode ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 =∝𝑖+ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑡𝑗+ ∑𝑛𝑖=2𝛼𝑖𝐷𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 ............................................................................(3.3) 

Dimana : 𝑌𝑖𝑡 adalah variabel terikat individu ke-i pada waktu 

ke-I, 𝑋𝑖𝑡𝑗 adalah variabel bebas ke-j individu ke-i pada waktu ke-t, 

𝐷𝑖 adalah Dummy variabel, 𝜀𝑖𝑡 adalah komponen error individu ke-i 

pada waktu ke-t, a adalah Intercept dan 𝛽𝑗 adalah parameter untuk 

variabel ke-j.  

3. Model Random Effect 

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu 

diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua 

komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error 

yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan 

menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen 

waktu dan error gabungan. Persamaan random effect dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Mahulete, 2016): 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑡𝑗 +  ; 𝜀𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑉𝑡 + 𝑊𝑖𝑡 ........   (3.4) 

Di mana: Ui adalah komponen error cross-section, Vt adalah 

komponen time series dan 𝑊it adalah komponen error gabungan. 
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3.4.2 Uji Kesesuaian Model  

  Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode 

pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan uji 

Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM): (Mahulete, 

2016). 

1. Uji Chow 

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua 

metode yakni metode common effect dan metode fixed effect yang 

sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis 

dalam uji Chow ini sebagai berikut: (Mahulete, 2016). 

Ho: Model common effect  

H1: Model fixed effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesis Ho adalah dengan 

menggunakan F statistik, seperti rumus berikut:  

CHOW = 
                 

               
 ........................................................  (3.5) 

Di mana: ESS1 adalah residual sun square hasil perdugaan model 

fixed effect, ESS2 adalah residual sun square hasil perdugaan 

model pooled last square, N adalah jumlah data cross section, T 

adalah jumlah data time series dan K adalah jumlah variabel 

penjelas 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana di antara kedua 

metode efek acak (random effect) dan metode (fixed effect) yang 

sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam 

uji Hausman sebagai berikut: (Mahulete, 2016). 
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Ho: Metode random effect  

H1: Metode fixed effect  

Dengan rumus sebagai berikut: 

𝑚 = (𝛽 − 𝑏)(𝑀0 − 𝑀1)−1(𝛽 − 𝑏)~𝑋2 (𝐾) .................................  (3.6) 

Di mana : β adalah vektor untuk statistik variabel fixed effect, b 

adalah vector statistic variabel random effect, M0 adalah matrik 

kovarians untuk dugaan fixed effect model, M1 adalah matrik 

kovarians untuk dugaan random effect model. 

3. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji LM adalah uji untuk mengetahui apakah model random 

effect atau model common effect yang paling tepat digunakan. Uji 

signifikasi random effect ini dikembangkan oleh Bruesch Pagan. 

Metode Bruesch Pagan untuk uji signifikasi random effect 

didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. 

 

3..3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinearitas adalah uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas atau variabel independen. Cara untuk 

mengetahuinya apabila lebih besar dari pada 0,9 maka terdapat 

masalah multikolinearitas. 
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2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas untuk meregresi nilai absolut residu 

terhadap variabel independen. 

Jika sig variabel independen < 0,05 terjadi heteroskedastisitas. 

Jika sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji Secara Parsial 

Ghozali (2011) uji ini digunakan untuk mengetahui 

signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara individual dan menganggap dependen yang lain 

konstan. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan 

membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Bentuk 

pengujiannya adalah: 

H0    :  Tidak terdapat pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. 

H1    : Terdapat pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. 

Apabila Nilai signifikansi < 0,05 berarti  Ha ditolak  dan Ha 

diterima. Nilai signifikansi > 0,05 berarti H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

 

3.5.2 Uji Secara Simultan 

Dalam penelitian ini, uji simultan digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. 
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H0 : Tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

H1 : Terdapat Pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Di mana jika:. 

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat maka 

digunakan nilai alpha sebesar 5% (α = 0,05). 

Jika sig > ά (0,05),  maka  H0 diterima H1 ditolak. 

Jika sig < ά (0,05),  maka  H0 ditolak H1 diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistika Deskriptif 

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh 

 Pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur 

dalam melihat kemandirian suatu daerah. Karena negara Indonesia 

telah menerapkan sistem otonomi daerah yaitu penyerahan 

wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Oleh sebab 

itu setiap daerah harus mampu menggali sumber-sumber 

pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. 

Pendapatan asli daerah akan menjadi gambaran citra keuangan 

suatu daerah. Suatu daerah dinilai memiliki citra keuangan yang 

bagus apabila dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya. 

Dengan demikian pemerintah daerah dianggap berhasil dalam 

mengelola keuangan daerahnya. 

Indonesia memiliki beberapa daerah yang diberikan hak 

otonomi khusus salah satunya adalah daerah Provinsi Aceh. Aceh 

merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status 

sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi 

khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan 

merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda sehingga 

setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang juga beragam. Setiap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
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daerah harus menggali potensi-potensi ekonomi tersebut untuk 

memaksimalkan pendapatan asli daerahnya.  

Grafik 4.1 akan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah 

(PAD) di Aceh yang tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada 

Kabupaten Aceh Utara berada pada angka 193 milyar dan angka 

PAD yang paling rendah terletak pada Kabupaten Gayo Lues 

berada pada angka 28 milyar. Pada tahun 2016 daerah yang 

memiliki PAD tertinggi di Aceh terdapat pada Kabupaten Pidie 

pada angka 230 milyar dan PAD yang terendah terdapat pada 

Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Gayo Lues berada pada angka 

yang sama yaitu 40 milyar.  

Pada tahun 2017 daerah yang memiliki PAD tertinggi di 

Aceh terdapat pada Kabupaten Pidie berada pada angka 308 milyar 

dan daerah yang memiliki PAD yang terendah adalah Kabupaten 

Simeulue pada angka 44 milyar. Selanjutnya pada tahun 2018 

daerah yang memiliki angka PAD paling tinggi di Aceh terletak 

pada Kabupaten Aceh Utara dengan angka PAD 359 milyar dan 

daerah yang memiliki PAD paling rendah terdapat pada Kota 

Sabang dengan angka PAD 47 milyar. Kemudian pada tahun 2019 

daerah yang memiliki angka PAD paling tinggi di Aceh terletak 

pada Kota Banda Aceh dengan angka PAD 288 milyar dan daerah 

yang memiliki PAD paling rendah masih terdapat pada Kota 

Sabang dengan angka PAD 54 milyar. Berikut adalah Grafik 4.1 

yang akan memperlihatkan perkembangan PAD kabupaten/kota di 

Provisi Aceh pada tahun 2015-2019. 



59 

 

 

 

Sumber: Kementrian Keuangan Aceh (2020) 

Gambar 4.1 

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (2015-2019) 

 

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu 

variabel yang dilihat dari nilai mean, standar deviasi, nilai 

maksimum, dan nilai minimum (Widarjono, 2013). Teknik 

deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai 

minimum dari masing-masing variabel. Penelitian ini 

menggunakan 4 variabel yang terdiri dari pendapatan asli daerah 

(PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja daerah 
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hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari penelitian ini 

dijelaskan pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

Parameter 

Statistik 

 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

(Pad) 

(Milyar) 

Produk 

Domestik  

Regional 

Bruto 

(PDRB) 

(Milyar) 

 

Belanja 

Daerah 

(Trilyun) 

 

 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

 Mean  115  6.405,86  1.180  228.406 

 Maximum  359  19.778,01  2.715  619.407 

 Minimum  28  1.070,07  139  33.215 

 Std. Dev.  71  4.584,35  497  143.001 
 Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa variabel 

pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependent (Y) 

memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 115 milyar, dengan nilai 

tertinggi (maximum) 359 milyar di tahun 2018 yang berada pada 

Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) 

terendah (minimum) sebesar 28 milyar pada tahun 2015 yang 

berada pada Kabupaten Gayo Lues. Dalam penelitian ini 

memperoleh standar deviasi sebesar 71 milyar atau lebih kecil dari 

nilai rata-rata yang berarti dalam penelitian ini memiliki data yang 

variatif. 

Selanjutnya adalah nilai rata-rata dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang dalam penelitian ini adalah sebagai 

variabel independen (X1) dengan nilai mean 6.405,86 (milyar) dan 
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nilai maximum sebesar 19.778,01 (milyar) di tahun 2019 yang 

berada pada kabupaten Aceh Utara. Sedangkan nilai terendah 

(minimum) sebesar 1.070,07 (milyar) pada tahun 2015 yang berada 

pada Kota Sabang. Standar deviasi rata-rata PDRB sebesar 

4.584,35 atau lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti penelitian 

ini memiliki data yang variatif. Berikut adalah Grafik 4.2 yang 

menunjukkan perkembangan belanja daerah 23 kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 

 

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2020). 

Gambar 4.2 

Gambaran Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di 

Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

14494.45 

15800.61 
16689.22 

17666.57 
18617.56 

1,070.07 1,158.45 1,272.47 1,398.67 1,532.66 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017 2018 2019

Pidie Simeulue Banda Aceh Sabang

Langsa Lhokseuumawe Gayo Lues Aceh Barat Daya

Aceh Jaya Nagan raya Aceh tamiang Bener Meriah

Pidie Jaya Subulussalam Aceh Singkil Bireuen

Aceh Besar Aceh Utara Aceh Timur Aceh Selatan

Aceh Barat Aceh Tengah Aceh Tenggara



62 

 

 

Variabel berikutnya adalah nilai rata-rata dari belanja 

daerah yang dalam penelitian ini adalah sebagai variabel 

independen (X2) dengan nilai mean 1.180 (trilyun) dan nilai 

maximum sebesar 2.715 (trilyun) di tahun 2017 yang berada pada 

Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan nilai terendah (minimum) 

sebesar 139 (milyar) pada tahun 2016 yang berada pada Kabupaten 

Nagan Raya. Standar deviasi rata-rata belanja daerah sebesar 497 

atau lebih kecil dari nilai rata-rata. Berikut adalah Grafik 4.3 yang 

menunjukkan perkembangan belanja daerah 23 kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 
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Sumber: Kementrian Keuangan Aceh (2020) 

 

Gambar 4.3 

Gambaran Perkembangan Belanja Daerah di Provinsi Aceh 

Tahun 2015-2019 
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Sabang. Standar deviasi rata-rata jumlah penduduk sebesar 143.001 

atau lebih kecil dari nilai rata-rata. Berikut adalah Grafik 4.4 yang 

menunjukkan perkembangan jumlah penduduk 23 kabupaten/kota 

di Provinsi Aceh tahun 2015-2019. 

 

 
 Sumber : BPS Provinsi Aceh (2020). 
 

Gambar 4.4 

Gambaran Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh  

Tahun 2015-2019 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Penentuan Model Estimasi 

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang memiliki 

tiga model regresi yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect 

Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Untuk 

mengetahui jenis model yang terbaik untuk digunakan maka perlu 

dilakukan uji penentuan model estimasi.  

1. Hasil Common Effect Test 

 Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

CEM: 

Tabel 4.2 

Common Effect Test 

 

Variabel Coefficient Prob 

LPDRB 0.677409 0.0000 

LBD -0.047399 0.4629 

LJP 0.029589 0.7768 

C -1.220118 0.0705 

R-squared 0.731011 
 

Adjusted R-

squared 0.723675 
 

F-statistic 99.64627 
 

Prob(F-statistic) 0.000000 
 

   Sumber: Output Eviews Data Diolah (2020) 

 

2. Hasil Fixed Effect Test 

 Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

FEM: 
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Tabel 4.3 

Fixed Effect Test 

C Coefficient Prob 

LPDRB 1.607130 0.0000 

LBD 0.025122 0.4516 

LJP -0.028515 0.9683 

C -8.928962 0.2057 

R-squared 0.959729  

Adjusted R-

squared 0.948289  

F-statistic 83.88878  

Prob(F-statistic) 0.000000  

   Sumber: Output Eviws Data Diolah (2020) 

 

3. Hasil Random Effect Test 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian REM: 

 

Tabel 4.4 

Random Effect Test 

 

Variabel Coefficient Prob 

LPDRB 1.283893 0.0000 

LBD 0.029506 0.3706 

LJP -0.537484 0.0019 

C -0.034399 0.9778 

R-squared 0.586048  

Adjusted R-

squared 0.574758  

F-statistic 51.91039  

Prob(F-statistic) 0.000000  

   Sumber: Output Eviews Data Diolah (2020) 

 



67 

 

 

4.2.2 Hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

Ringkasan hasil pengujian Chow-test dan Housman-test pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow Regresi Panel 

 

Hasil Chow Test Regresi Panel  

Uji Efek Statistic  Df p-value 

Cross-section F 
22.718172 (22,88) 0.0000 

Cross-section 

Chi-square 216.491651 22 0.0000 
      Sumber: Data diolah (2020) 

 

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai p-value cross 

section F sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan Chow-Test, model yang dipilih adalah Fixed Effect 

Model.I 

Selanjutnya uji Hausman Test digunakan untuk menentukan 

apakah model yang dipilih fixed effect atau random effect. 

Pemilihan salah satu di antara kedua model tersebut didasarkan 

pada nilai p-value cross-section random dengan ketentuan jika nilai 

p-value>0.05 maka model yang dipilih adalah random effect. 

Sebaliknya jika nilai p-value< 0.05 maka model yang dipilih adalah 

fixed effect. Hasil uji Hausman Test seperti yang ditunjukkan pada 

tabel berikut ini:  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman Regresi Panel 

 

Hasil Hausman Test Regresi Panel 

Uji Efek Chi-Sq. 

Statistic 

Df p-value 

Cross-section random 
27.289580 3 0.0000 

Sumber: Data diolah (2020) 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai p-value 

Hausman-Test untuk regresi panel sebesar 0,000 < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model lebih baik 

dibandingkan dengan Random Effect Model. 

Berdasarkan dari hasil uji Chow-Test dan Hausman-Test 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan dengan Fixed Effect Model 

menghasilkan estimasi yang lebih akurat apabila dibandingkan 

dengan pendekatan Random Effect Model. Justifikasi statistik yang 

menyimpulkan bahwa Fixed Effect Model dinilai lebih baik 

dibandingkan Random Effect Model juga dapat didasarkan pada 

perbandingan gambar residual yang dihasilkan oleh kedua metode 

tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:  
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Sumber: Output Eviews, 2020 

Gambar 1 

Residual Metode Fixed Effect Model 
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Sumber: Output Eviews, 2020 

Gambar 2 Residual Metode Random Effect Model 

Gambar 4.5 

Perbandingan Gambar Residual Fixed Effect Model 

dan Residual Metode Random Effect Model 

 

Dalam perbandingan Gambar 4.5 maka dapat dilihat 

Gambar 1 memperlihatkan residual regresi panel yang dihasilkan 

oleh pendekatan fixed effect model. Pada gambar tersebut terlihat 

bahwa variasi/fluktuasi garis actual hampir sama dengan fluktuasi 

garis fitted. Sedangkan Gambar 2 memperlihatkan residual yang 

dihasilkan dari pendekatan random effect model, dari gambar 

tersebut terlihat bahwa variasi/fluktuasi garis actual cenderung 

berbeda dengan fluktuasi garis fitted. Berdasarkan perbandingan 
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garis actual dan garis fitted pada kedua gambar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan fixed effect model menghasilkan 

estimasi yang akurat bila dibandingkan dengan pendekatan random 

effect model. Sehingga model regresi panel yang terpilih digunakan 

untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini adalah fixed effect 

model.   

 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas adalah uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas atau variabel independen. Cara untuk 

mengetahuinya apabila lebih besar dari pada 0,10 maka terdapat 

masalah multikolinearitas. Berikut adalah tabel tang menunjukkan 

hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Variabel 

Penelitian LPDRB LBD LJP 

LPDRB  1.000000  0.459880  0.903393 

LBD  0.459880  1.000000  0.466443 

LJP  0.903393  0.466443  1.000000 

Adjusted-R
2
 Regresi Panel = 0.948289 

Sumber: Output Eviews (2020) 

Tabel 4.7 menunjukkan koefisien korelasi antara Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan belanja daerah sebesar 



72 

 

 

0,459880. Kemudian koefisien korelasi antara PDRB dengan 

jumlah penduduk sebesar 0,903393. Sedangkan koefisien korelasi 

antara belanja daerah dengan jumlah penduduk adalah sebesar 

0,466443. Angka ini lebih kecil dari nilai Adjusted-R
2
 pada regresi 

panel sebesar 0.948289. Hal ini berarti bahwa model regresi panel 

yang digunakan untuk memprediksi bahwa variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu antara PDRB, belanja daerah dan jumlah 

penduduk tidak memiliki gejala multikolinearitas.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk meregresi nilai absolut residu 

terhadap variabel independen. 

Jika probability variabel independen < 0,05 terjadi 

heteroskedastisitas. 

Jika probability variabel independen > 0,05 tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.406911 0.162535 2.503524 0.0138 

LPDRB 0.022327 0.022653 0.985596 0.3265 

LBD -0.019228 0.015655 -1.228277 0.2220 

LJP -0.030580 0.025327 -1.207414 0.2299 
Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai probability 

dari variabel PDRB adalah sebesar 0.3265, dan nilai probability 

dari belanja daerah adalah sebesar 0.2220 sedangkan nilai 
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probability dari jumlah penduduk adalah sebesar 0.2299. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua nilai probability dari variabel 

independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis akan diuji 

untuk melihat hasil dari penelitian. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

 

Variable T-Statistic 

C -1.274916 

LPDRB 6.559726 

LBD 0.756191 

LJP -0.039907 

Nilai 

T-Tabel 1.65870 
  Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulkan hasil dari 

pengolahan data regresi panel dengan menggunakan pendekatan 

Fixed Effect Model maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

4.3.1 Uji Secara Parsial 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka 

mendapatkan hasil seperti yang tergambar pada Tabel 4.6 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa: 
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a. Variabel PDRB memiliki nilai T-statistik 6.559726 yang lebih 

besar dari T-tabel yaitu 1.65870, sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara PDRB dengan penerimaan PAD.  

b. Variabel belanja daerah memiliki nilai T-statistik 0.756191 yang 

lebih kecil dari T-tabel yaitu 1.65870, sehingga H0 diterima dan 

H1 ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara belanja daerah dengan PAD. 

c. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai T-statistik -0.039907 

yang lebih kecil dari T-tabel yaitu 1.65870, sehingga H0 

diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa tidak berpengaruh 

antara jumlah penduduk dengan PAD. 

 

4.3.2 Uji Secara Simultan 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

F-Statistik  83.88878 

F-Tabel 2,69 
Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan hasil pengujian pada  Tabel 4.10 di atas, maka 

diperoleh nilai F statistik sebesar 83.88878 yang lebih besar dari 

nilai F-tabel sebesar 2,69, sehingga semua variabel independen 

diasumsikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh 

terhadap PAD. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap penerimaan PAD, pengaruh belanja daerah terhadap 

penerimaan PAD dan juga pengaruh jumlah penduduk terhadap 

penerimaan PAD, pengaruh dari ketiga variabel independen 

tersebut  akan dipaparkan dalam Tabel 4.11 berikut: 

 

Tabel 4.11 

Hasil Estimasi FEM 

 

Variable Coefficient Prob 

C -8.928962 0.2057 

LPDRB 1.607130 0.0000 

LBD 0.025122 0.4516 

LJP -0.028515 0.9683 
Sumber: Output Eviws Data Diolah (2020) 

 

4.4.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Terhadap Penerimaan PAD 

 Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga bisa didefinisikan 

sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi. PDRB merupakan salah satu faktor 

yang sangat mempengaruhi penerimaan PAD. Semakin tinggi 

PDRB secara langsung pajak daerah akan mengalami peningkatan 

sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan. 
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Hasil analisis regresi panel memiliki nilai koefisien yang 

positif sehingga PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. PDRB 

memiliki probability lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan penerimaan PAD. 

Hal ini maka menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap penerimaan PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa PDRB 

memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan 

PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh adalah karena ketika PDRB 

mengalami peningkatan maka penerimaan pajak daerah juga 

meningkat sehingga akan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap peningkatan penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi 

Aceh.  belanja daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi 

tiga salah satunya belanja modal. Belanja modal merupakan jenis 

belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung 

dan peningkatan jalan. Salah satu sumber belanja modal adalah dari 

dana transfer umum (DAU dan DBH), guna mempercepat 

pelayanan publik. 

Penelitian ini memiliki hasil temuan penelitian yang sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang 
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dilakukan oleh Marfi (2014) yang menyimpulkan bahwa ada satu 

variabel yang berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah 

yaitu PDRB, peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan 

masyarakat akan meningkatkan PAD. Berbanding terbalik dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Kuntari (2007) 

yang menyatakan PDRB berpengaruh negatif terhadap peningkatan 

PAD di Kabupaten Karanganyar. 

 

4.4.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Penerimaan PAD 

Belanja daerah dalam UU 33 Tahun 2004 adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja 

daerah dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 

dituliskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari 

rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, 

yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja 

daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan 

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu 

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan 

dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan 

urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 
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kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan 

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui 

prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi panel dalam penelitian ini 

nilai koefisien dari belanja daerah bernilai positif sehingga dapat 

dikatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap PAD. 

Belanja daerah memiliki probability yang lebih besar dari 0,05 

sehingga H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang tidak signifikan antara belanja daerah dengan PAD. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dengan meningkatnya 

belanja daerah dapat memberikan pengaruh yang positif namun 

tidak signifikan terhadap penerimaan PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh.  

Penelitian ini memperoleh hasil penelitian yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prana (2016) yang 

menemukan kesimpulan bahwa faktor yang diduga memengaruhi 

persentase perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan. 

Dan juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Atmaja (2011) menemukan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh 

terhadap PAD.  
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4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan PAD 

Menurut Murib, Rosalina, Koleangan & Tolosang (2018) 

mengemukakan bahwa pendapatan suatu daerah dapat diperoleh 

dari aktivitas pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, 

retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, 

memberikan dampak positif dalam kegiatan perekonomian suatu 

daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).  

Hasil penelitian terdahulu berbeda dengan hasil penelitian 

ini yang di mana nilai koefisien jumlah penduduk negatif hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif 

terhadap PAD. Selanjutnya jumlah penduduk memiliki probability 

yang lebih besar dari 0,05  sehingga H0 diterima dan H1 ditolak 

yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara 

jumlah penduduk dengan PAD. Dengan demikian hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk hubungan negatif dan 

tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh.  

Melihat hasil penelitian ini yang berbanding terbalik dengan 

pendugaan sebelumnya yaitu meningkatnya jumlah penduduk di 

kabupaten/kota di Aceh akan meningkatkan penerimaan pajak 

daerah sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD. 

Namun dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berada digaris kemiskinan 

sehingga jumlah penduduk yang bertambah akan membuat PAD 

semakin menurun. Menurut BPS persentase penduduk miskin di 
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Aceh pada Tahun 2018 mencapai 831 ribu jiwa dan pada tahun 

2019 tercatat 819,44 Ribu jiwa. Jika dilihat dari data tersebut 

terdapat peningkatan penduduk miskin di Aceh tercatat 11,56 ribu 

jiwa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

berjudul “determinan variabel makroekonomi terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Aceh” dengan 

menggunakan analisis regresi panel maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. PDRB memiliki probability lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan 

PAD kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

2. Belanja daerah memiliki probability yang lebih besar dari alpha 

0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh 

terhadap penerimaan PAD  kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  

3. Jumlah penduduk memiliki probability yang lebih besar dari 

alpha 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan 

demikian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah 

penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  

4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan maka dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama PDRB, belanja daerah 

dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi penerimaan PAD 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 
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5.2 Saran 

Dari hasil keseluruhan penelitian mengenai determinan 

variabel makroekonomi terhadap pendapatan asli daerah 

kabupaten/kota di provinsi Aceh, mengingat hasil penelitian yang 

telah dilakukan hanya ada satu variabel yang memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penerimaan PAD maka: 

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar terus menggali 

sumber potensi ekonomi yang dapat berpengaruh langsung 

terhadap peningkatan penerimaan PAD kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. Sehingga kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat 

memaksimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat 

meningkatkan kemandirian daerah untuk mengurus daerahnya 

sendiri dan mengurangi ketergantungan finansial kepada 

pemerintahan pusat. Dengan demikian usaha dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat. 

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan dan mengkaji lagi penelitian ini yang 

membahas tentang variabel makroekonomi apa saja yang 

berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten/kota di 

Provinsi Aceh. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Kabupaten atau 

Kota 
Tahun PAD PDRB BD JP 

Banda Aceh 2015 167 14,494.45 1,169 250,303 

Banda Aceh 2016 212 15,800.61 1,316 254,904 

Banda Aceh 2017 240 16,689.22 1,248 259,913 

Banda Aceh 2018 294 17,666.57 1,214 265,111 

Banda Aceh 2019 288 18,617.56 1,315 270,321 

Pidie 2015 189 7,861.55 1,469 418,882 

Pidie 2016 230 8,489.56 217 425,974 

Pidie 2017 308 9,186.85 2,219 432,599 

Pidie 2018 328 9,900.73 2,203 439,131 

Pidie 2019 282 10,563.61 225 444,976 

Simeulue 2015 36 1,640.12 746 89,117 

Simeulue 2016 40 1,772.57 863 90,291 

Simeulue 2017 44 1,897.04 1,012 91,372 

Simeulue 2018 48 2,046.24 835 92,393 

Simeulue 2019 66 2,215.57 979 93,228 

Sabang 2015 52 1,070.07 648 33,215 

Sabang 2016 54 1,158.45 771 33,622 

Sabang 2017 49 1,272.47 670 33,978 

Sabang 2018 47 1,398.67 655 34,571 

Sabang 2019 54 1,532.66 727 34,874 

Langsa 2015 110 3,874.62 795 165,890 

Langsa 2016 120 4,217.20 863 168,820 

Langsa 2017 124 4,538.28 1,025 171,574 

Langsa 2018 126 4,895.23 685 174,318 

Langsa 2019 154 5,301.81 980 176,811 

Lhokseumawe 2015 48 7,635.73 857 191,407 

Lhokseumawe 2016 67 7,728.90 1,139 195,186 

Lhokseumawe 2017 70 8,070.28 906 198,980 
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Kabupaten atau 

Kota 
Tahun PAD PDRB BD JP 

Lhokseumawe 2018 67 8,465.41 793 203,284 

Lhokseumawe 2019 69 8,907.08 940 207,202 

Gayo Lues 2015 28 2,075.74 810 87,881 

Gayo Lues 2016 40 2,223.82 1,149 89,500 

Gayo Lues 2017 47 2,425.65 974 91,024 

Gayo Lues 2018 54 2,572.45 852 92 602 

Gayo Lues 2019 69 2,626.78 1,022 94,100 

Aceh Barat Daya 2015 60 2,968.35 841 140,689 

Aceh Barat Daya 2016 75 3,174.81 1,153 143,312 

Aceh Barat Daya 2017 83 3,394.32 1,049 145,726 

Aceh Barat Daya 2018 89 3,635.49 1,131 148,111 

Aceh Barat Daya 2019 88 3,854.66 1,081 150,393 

Aceh Jaya 2015 37 1,981.78 793 86,385 

Aceh Jaya 2016 49 2,116.12 1,067 87,622 

Aceh Jaya 2017 59 2,275.04 1,009 89,618 

Aceh Jaya 2018 56 2,431.23 847 91,087 

Aceh Jaya 2019 72 2,576.44 963 92,892 

Nagan raya 2015 66 5,775.41 1,105 155,070 

Nagan raya 2016 101 6,159.45 139 158,223 

Nagan raya 2017 100 6,571.14 1,342 161,329 

Nagan raya 2018 119 6,931.12 1,137 164,483 

Nagan raya 2019 139 7,380.60 1,304 167,294 

Aceh Tamiang 2015 108 5,763.17 1,033 278,324 

Aceh Tamiang 2016 129 6,063.47 1,377 282,921 

Aceh Tamiang 2017 128 6,518.27 1,276 287,007 

Aceh Tamiang 2018 142 7,000.46 1,199 291,112 

Aceh Tamiang 2019 134 7,419.93 1,383 295,011 

Bener Meriah 2015 60 3,550.27 737 136,821 

Bener Meriah 2016 61 3,802.33 843 139,890 

Bener Meriah 2017 98 3,998.25 1,081 142,526 
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Kabupaten atau 

Kota 
Tahun PAD PDRB BD JP 

Bener Meriah 2018 116 4,203.58 915 145,086 

Bener Meriah 2019 93 4,424.61 954 148,175 

Pidie Jaya 2015 30 2,598.42 705 148,719 

Pidie Jaya 2016 49 2,770.50 1,036 151,472 

Pidie Jaya 2017 49 3,012.98 980 154,795 

Pidie Jaya 2018 70 3,242.14 1,189 158,091 

Pidie Jaya 2019 69 3,461.37 986 161,215 

Subulussalam 2015 37 1,295.11 539 75,188 

Subulussalam 2016 44 1,400.47 858 77,084 

Subulussalam 2017 56 1,535.46 738 78,725 

Subulussalam 2018 57 1,622.89 598 80,215 

Subulussalam 2019 58 1,726.92 730 81,417 

Aceh Singkil 2015 37 1,816.41 749 114,518 

Aceh Singkil 2016 52 1,980.64 1,045 116,712 

Aceh Singkil 2017 50 2,126.45 898 119,490 

Aceh Singkil 2018 55 2,255.78 795 121,681 

Aceh Singkil 2019 58 2,403.00 916 124,101 

Bireuen 2015 168 10,069.34 1,429 435,300 

Bireuen 2016 180 10,725.72 1,954 443,627 

Bireuen 2017 191 11,410.92 2,051 453,224 

Bireuen 2018 200 12,138.53 1,837 461,726 

Bireuen 2019 176 12,956.73 1,996 471,635 

Aceh Besar 2015 91 10,327.33 1,383 392,584 

Aceh Besar 2016 110 10,969.29 1,963 400,913 

Aceh Besar 2017 114 11,638.04 1,912 409,109 

Aceh Besar 2018 132 12,498.19 1,758 417,302 

Aceh Besar 2019 134 13,288.59 1,778 425,216 

Aceh Utara 2015 193 16,339.92 1,837 583,892 

Aceh Utara 2016 211 16,695.69 2,339 593,492 

Aceh Utara 2017 247 17,502.34 2,715 602,554 



91 
 

 

Kabupaten atau 

Kota 
Tahun PAD PDRB BD JP 

Aceh Utara 2018 359 18,877.46 2,350 611,435 

Aceh Utara 2019 245 19,778.01 2,652 619,407 

Aceh Timur 2015 105 8,195.72 1,392 402,976 

Aceh Timur 2016 120 8,509.74 1,825 411,279 

Aceh Timur 2017 114 9,104.76 1,887 419,594 

Aceh Timur 2018 179 9,697.58 1,659 427,567 

Aceh Timur 2019 188 10,318.47 1,989 436,081 

Aceh Selatan 2015 79 4,227.30 1,105 224,897 

Aceh Selatan 2016 94 4,553.86 149 228,603 

Aceh Selatan 2017 118 4,855.01 1,471 231,893 

Aceh Selatan 2018 166 5,210.09 141 235,115 

Aceh Selatan 2019 149 5,491.00 1,533 238,081 

Aceh Barat  2015 121 5,828.35 1,067 193,791 

Aceh Barat  2016 115 6,184.23 1,343 197,921 

Aceh Barat  2017 149 6,955.40 1,408 201,682 

Aceh Barat  2018 164 7,681.64 1,279 205,971 

Aceh Barat  2019 169 7,994.27 1,449 210,113 

Aceh Tengah 2015 148 5,875.11 1,259 196,090 

Aceh Tengah 2016 143 6,307.25 1,274 200,412 

Aceh Tengah 2017 157 6,721.94 1,497 204,273 

Aceh Tengah 2018 183 7,183.59 1,287 208,505 

Aceh Tengah 2019 162 7,473.17 1,084 212,494 

Aceh Tenggara 2015 64 3,567.14 1,048 200,014 

Aceh Tenggara 2016 63 3,883.18 1,508 250,304 

Aceh Tenggara 2017 74 4,245.13 1,432 254,905 

Aceh Tenggara 2018 74 4,563.46 1,258 260,913 

Aceh Tenggara 2019 101 4,944.81 1,301 266,111 
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Lampiran 2 

1. Statistik Deskriptif 

 PAD PDRB BD JP 

 Mean  115.3509  6405.862  1180.342  228406.0 

 Median  100.5000  5255.950  1082.500  195638.0 

 Maximum  359.0000  19778.01  2715.000  619407.0 

 Minimum  28.00000  1070.070  139.0000  33215.00 

 Std. Dev.  71.21673  4584.352  497.3743  143001.2 

 Skewness  1.200379  1.115212  0.694134  0.974467 

 Kurtosis  4.128960  3.603869  3.806032  3.172468 

     

 Jarque-Bera  33.43139  25.36237  12.24063  18.18344 

 Probability  0.000000  0.000003  0.002198  0.000113 

     

 Sum  13150.00  730268.2  134559.0  26038283 

 Sum Sq. Dev.  573116.0  2.37E+09  27954080  2.31E+12 

     

 Observations  114  114  114  114 

 

2. Common Effect Test 

Dependent Variable: LPAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/20   Time: 11:30   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPDRB 0.677409 0.093113 7.275162 0.0000 

LBD -0.047399 0.064346 -0.736629 0.4629 

LJP 0.029589 0.104102 0.284229 0.7768 

C -1.220118 0.668070 -1.826334 0.0705 

     
     R-squared 0.731011     Mean dependent var 4.571348 

Adjusted R-squared 0.723675     S.D. dependent var 0.598219 

S.E. of regression 0.314463     Akaike info criterion 0.558560 

Sum squared resid 10.87760     Schwarz criterion 0.654567 

Log likelihood -27.83790     Hannan-Quinn criter. 0.597524 

F-statistic 99.64627     Durbin-Watson stat 0.300293 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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3. Fixed Effect Test 

Dependent Variable: LPAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/20   Time: 11:33   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  
     
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LPDRB 1.607130 0.245000 6.559726 0.0000 

LBD 0.025122 0.033221 0.756191 0.4516 

LJP -0.028515 0.714547 -0.039907 0.9683 

C -8.928962 7.003567 -1.274916 0.2057 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.959729     Mean dependent var 4.571348 

Adjusted R-squared 0.948289     S.D. dependent var 0.598219 

S.E. of regression 0.136035     Akaike info criterion 

-

0.954525 

Sum squared resid 1.628495     Schwarz criterion 

-

0.330480 

Log likelihood 80.40792 

    Hannan-Quinn 

criter. 

-

0.701260 

F-statistic 83.88878     Durbin-Watson stat 1.684716 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

4. Random Effect Test 

Dependent Variable: LPAD   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/15/20   Time: 11:37   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LPDRB 1.283893 0.133672 9.604823 0.0000 

LBD 0.029506 0.032822 0.898974 0.3706 
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LJP -0.537484 0.168585 -3.188218 0.0019 

C -0.034399 1.236138 -0.027828 0.9778 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.282048 0.8113 

Idiosyncratic random 0.136035 0.1887 
     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.586048     Mean dependent var 0.966983 

Adjusted R-squared 0.574758     S.D. dependent var 0.228226 

S.E. of regression 0.150276     Sum squared resid 2.484131 

F-statistic 51.91039     Durbin-Watson stat 1.150566 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.612420     Mean dependent var 4.571348 

Sum squared resid 15.67328     Durbin-Watson stat 0.182359 
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Lampiran 3 

Uji Pemilihan Model Terbaik 

1. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 22.718172 (22,88) 0.0000 

Cross-section Chi-square 216.491651 22 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LPAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/20   Time: 11:35   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LPDRB 0.677409 0.093113 7.275162 0.0000 

LBD -0.047399 0.064346 -0.736629 0.4629 

LJP 0.029589 0.104102 0.284229 0.7768 

C -1.220118 0.668070 -1.826334 0.0705 

     
     R-squared 0.731011     Mean dependent var 4.571348 

Adjusted R-squared 0.723675     S.D. dependent var 0.598219 

S.E. of regression 0.314463     Akaike info criterion 0.558560 

Sum squared resid 10.87760     Schwarz criterion 0.654567 

Log likelihood -27.83790     Hannan-Quinn criter. 0.597524 

F-statistic 99.64627     Durbin-Watson stat 0.300293 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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2. Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 27.289580 3 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     LPDRB 1.607130 1.283893 0.042157 0.1154 

LBD 0.025122 0.029506 0.000026 0.3934 

LJP -0.028515 -0.537484 0.482156 0.4636 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LPAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/20   Time: 11:38   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -8.928962 7.003567 -1.274916 0.2057 

LPDRB 1.607130 0.245000 6.559726 0.0000 

LBD 0.025122 0.033221 0.756191 0.4516 

LJP -0.028515 0.714547 -0.039907 0.9683 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.959729     Mean dependent var 4.571348 

Adjusted R-squared 0.948289     S.D. dependent var 0.598219 

S.E. of regression 0.136035     Akaike info criterion -0.954525 

Sum squared resid 1.628495     Schwarz criterion -0.330480 

Log likelihood 80.40792     Hannan-Quinn criter. -0.701260 
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F-statistic 83.88878     Durbin-Watson stat 1.684716 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 4 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

0

2
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16

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2019

Observations 114

Mean      -4.63e-18

Median  -0.006927

Maximum  0.300725

Minimum -0.294028

Std. Dev.   0.120048

Skewness   0.023812

Kurtosis   3.136644

Jarque-Bera  0.099464

Probability  0.951485

 

2. Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Independen LPDRB LBD LJP 

LPDRB  1.000000  0.459880  0.903393 

LBD  0.459880  1.000000  0.466443 

LJP  0.903393  0.466443  1.000000 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 
Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/20   Time: 12:04   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.406911 0.162535 2.503524 0.0138 

LPDRB 0.022327 0.022653 0.985596 0.3265 

LBD -0.019228 0.015655 -1.228277 0.2220 

LJP -0.030580 0.025327 -1.207414 0.2299 

     
     R-squared 0.037049     Mean dependent var 0.091760 

Adjusted R-squared 0.010786     S.D. dependent var 0.076922 

S.E. of regression 0.076506     Akaike info criterion -2.268434 

Sum squared resid 0.643851     Schwarz criterion -2.172427 
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Log likelihood 133.3007     Hannan-Quinn criter. -2.229470 

F-statistic 1.410721     Durbin-Watson stat 1.689601 

Prob(F-statistic) 0.243529    

     
     

 


